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ABSTRAK

Two Bagus Hidayatullah

=~z @
;3 c_,; Q:FENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
§ T = PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(g ':;"; © DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
§ §. It KABUPATEN TANAH DATAR
£ ® SUMATERA BARAT
as 3
D a =
%g ;é Oleh:
(o=
-
L 5
22 O
2 B

enelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan
Standar perasiona Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
ﬁatatang—)-Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Jenis penelitian yang
digunakan Deskriptif Kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang peneliti
gunakan adalah Teknik deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat

iperoleh hasil bahwa Penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan
gudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada pada
Binas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
walaupun ada beberapa faktor penghambatnya yaitu faktor Eksternal dan faktor
Hternal.

ata Kunci : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Pelayanan
Administrasi Kependudukan
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= =Y ABSTRACT

Two Bagus Hidayatullah

e ©

OIMIPLEMENTATION OF STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES
§ S 2 (SOP) POPULATION ADMINISTRATION SERVICES
@ g o INTHESERVICE OF POPULATION AND CIVIL
§ S © REGISTRATIONS TANAH DISTRICT

€5 o WEST SUMATRA

2 E

a2 = By:

2f

=g

8

ﬂwls research was conducted at the Department of Population and Civil
Eéeglstr)g_of Tanah Datar District. The purpose of this study was to determine the
Application of Standard Operating Procedures (SOP) for Population and Civil
RegistrydAdministration Services in Tanah Datar Regency, West Sumatra. This
pe ofﬂresearch used Descriptive Qualitative. Data obtained from this study by
mterwews observation and documentation. The data processing technique that the
Fesearcher uses is descriptive technigue. Based on the research conducted, the
&sults show that the implementation of Standard Operating Procedures has been
garried out in accordance with the Standard Operating Procedures at the
gopulation and Civil Registry Office of Tanah Datar Regency, West Sumatra,
glthough there are several inhibiting factors, namely external factors and internal
factors.
geywords: Application of Standard Operating Procedures (SOP), Population
gdministration Services
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3 E PENDAHULUAN
g O
1y =
o (¢}
BL atar Belakang Masalah
§ ®
§ i Reformasi birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
S =
‘Zselama ini lebih diarahkan pada upaya-upaya pembentukan karakter birokrasi
=1 2
Q.

=

Bue

yangcoefisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan-tuntutan yang
dituEukan kepada birokasi itu sendiri yang berdasarkan pada prinsip-prinsip
tatagkelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama prinsip
trangparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik. Reformasi
birokrasi adalah perubahan radikal yang ditujukan untuk memperbaiki atau
menjadikan lebih baik pada sistem pelayanan dan pengawasan serta pejabat
penyelenggara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk memperbaiki
pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
biro@asi dan juga untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan

n
bertahggung jawab.(Chiu et al., 2017)
V]

Menurut Kotler (2008:83), pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan

N o1

atalékegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada
()

dasa?nya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
S

Merfurut Fandy Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai
»n

=
sebtgh sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations
=

yand’ kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh
V)

pelaiggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya
%)
tamﬁak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau

nery
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C

)

frontstage). Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak

s ©

~dap at diabaikan oleh pemerintah. Baik oleh pemerintah pusat meupun
=1

i&)emrlntah daerah sebab tujuan utama dari pemerintah adalah menyediakan
3 ©

gpela;yanan publik kepada masyarakat.

é 3

Q.

— Jika pelayanan tersebut diabaikan maka hampir dipastikan semua
=

sektgr akan berdampak, baik itu sektor pembangunan fisik maupun

6uepun-

ngangunan manusia sebagai warga negara. Untuk mewujudkan pemerintah
yané)é menjalankan fungsinya sebagai pelayan dalam penyelenggaraan
pelaf;yénan publik diperlukan sebuah kebijakan yang mengatur tentang
pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah akhirnya membuat kebijakan

yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi

pihak penyelenggaraan pelayanan publik maupun masyarakat. Aparatur

penyelenggaraan harus merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan
1y

pela;:;anan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus

V]
dilaRukan oleh aparatur Negara tersebut merupakan hak dari masyarakat.
(2}

Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuasw eduey iUl sijn} eAiey yninjas neje uelbeqas dnnﬁuew Buese|q ‘L

G
(Ahtan, 2018)

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur pemerintah lebih

AJISIDA

tran§paran mengenai prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, rincian

biay;:f dan waktu penyelesaian sehingga tidak menyebabkan proses pelayanan

meédi rumit dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan
&

sebaﬁai pedoman mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan

%)
kepé{:’da petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu.

nery v
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Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses

X

h;’;oelaxanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Standar

T O

r:_r:):Oped;;alsmnal Prosedur (SOP) merupakan salah satu aspek penting yang perlu

3 ©

c§Ld|bum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif,
3

fisten dan ekonomis pada selurun proses penyelenggaraan administrasi
emerintahan.

Dalam persepsi umum reformasi birokrasi bertujuan tidak lain adalah

Bue%n-ﬁuegun 16

¥SNS N

untuk melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik. Secara operasional
untg mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain
adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
sehingga akan lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi
pemerintahan sesuai dengan kriteria dan uraian tugas yang dimiliki oleh
masing- masing unit kerja.Salah satu alat yang dapat digunakan untuk
memacu terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik
adal%h dengan penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP adalah
pedgman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan
fun%_i dan alat penilaian Kkinerja instansi pemerintah berdasarkan
indiEatorindikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata
kerﬂ prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.(Chiu

et a1< 2017)

Pentingnya SOP dengan pelayanan adalah untuk memudahkan

e}[ns jae

melakakukan pelayanan dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dan

As

ken&’alan pada saat melakukan pelayanan, sehingga terciptalah pelayanan yang

diha?apkan.

nery wr
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

S

©
dmitnistrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang
QO

orr;}jor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

%e;d

unpuiji

Tahnm 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dikualifikasikan
3
ah\Ea jenis pelayanan akta kelahiran meliputi pelayanan pencatatan akta

elaﬁlran pelayanan pencatatan akta perkawinan, pelayanan pencatatan akta

Buep%n Sueg_un 16

perq(é’ralan, pelayanan pencatatan akta kematian, dan pelayanan pencatatan
(7))

2
akta®pengangkatan anak (Anggriani & Herfianti, 2017).
Py

© Dasar hukum yang diterapkan oleh kantor Disdukcapil Kabupaten
Tanah Datar adalah Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan,sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor

wn
24 'I;:éhun 2013. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

()

dan @ ata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. Peraturan Menteri
V)
=

Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

c
Perazuran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

()

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. Peraturan Daerah Kabupaten
S

Tangh Datar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

»n
Norﬁor 2 Tahun 2011 tntang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

ue

» Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan pada

1ek

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar dilampirkan

padébagian lampiran

nery w
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0

I
a1

Terkait isu yang ada dikantor Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar,

s ©

%Promsi Sumatera Barat. Saya melihat ada beberapa permasalahan yaitu
g O

3y =

i_c)sepefti ’Terkendala jaringan saat menginput data masyarakat yang masuk dan
E =

ékekurangan tenaga dalam menjalan pelayanan”.

-

[

& = Kendala jaringan yang dihadapi Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar
3 ~

«Q

(=

u

adal§1 terkendalanya staf kantor tersebut dalam menginput data yang masuk

Buep

danﬁ’uga terkendalanya dalam memproses permintaan atau data masyarakat
*
yang>x masuk, sehingga menyebabkan lamanya proses yang diperlukan staf
terse;xl;ut dalam melalukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
Kurangnya staf atau tenaga kantor Disdukcapil Kabupaten Tanah
Datar yang menyebabkan proses pelayan terhadap masyarakat menjadi lama
dan terkendala,dan hal ini juga menyebabkan staf karyawan yang ada menjadi
lebih ekstra dalam melakukan pelayan terhadap masyarakat supaya
masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik dan juga sesuai dengan

wn
yanggapa mereka harapkan.

:; Tabel 1.1
2 Jenis Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan
'(’: Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan SOP
No:<:' Jenis Pelayanan Standar waktu penyelesaian
1 Z-Kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) 1 Hari kerja
29 Kartu Keluarga (KK) 1 Hari Kerja
3 Ej Surat Akte Kelahiran 1 Hari Kerja
4 é. Surat Akte Kematian 1 Hari Kerja
5{{ Surat Pindah 1 Hari Kerja
6 ';s Surat Kedatangan 1 Hari Kerja

w
c

neny lugga
D
=

: Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar 2020
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Berdasarkan data diatas, SOP pengurusan administrasi dikantor Dinas

gKepgwdudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Kabupaten Tanah Datar,
Esem:a pengurusan administrasi dilakukan dalam waktu 1 hari Kkerja.
gBerq?sarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pengurusan KTP dapat
gdllagukan dalam waktu 1 hari kerja, yang mana jika tidak terjadi kesalahan
“:édanckendala dalam melakukan kerja tersebut.Tetapi jika terjadi kesalahan

u

mdap@b memperlambat kerja dari staf kantor Dinas Kependudukan dan catatan
5|p|%tersebut, yang mana kendala yang biasa terjadi adalah gangguan jaringan
inte@et, dan juga kurangnya staf tenaga yang menangani permohonan KTP
yangC masuk jika terjadi banyak permohonan yang masuk.

Dengan demikian dapat menyebabkan terkendalanya kinerja dari staf
kantor Disdukcapil Tanah Datar tersebut dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat dalam pengurusan KTP. Dan begitu juga dengan
pengurusan administrasi lainya.Dalam pengurusan surat pindah dan surat
ked%angan biasanya terkendala sama jaringan internet dan juga kurang
Ieng%apnya persyaratan dari permohonan yang datang, hal ini terjadi karena

kur@gnya informasi terhadap masyarakat mengenai persyaratan apa saja yang

han@dilengkapi dalam pengurusan administrasi tersebut.

dATU

Tabel 1.2
Jumlah data permohonan yang masuk pada Dinas Kependudukan

= dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
No|2, Tahun Jenis Pelayanan Jumlah
4 E-KTP 9850
= Kartu Keluarga 12883
= Surat Akte Kelahiran 6965
1% 2021 Surat Akte Kematian 998
<) Surat Pindah 3355
; Surat Kedatangan 1697
9 Total 35748
Sun’ﬁ)er Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar 2021
z
V)
=
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Berdasarkan dari data Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar pada tahun

N©)

02%; jumlah permohonan yang masuk dalam pengurusan administrasi tercatat

9> e;d!%en

18ye

ebanyak 35.748 permohonan. Yang mana data ini terhitung dari awal januari

unpui!
1d

samgpai akhir desember.

B

- Dari data diatas permohonan yang banyak masuk adalah pembuatan

Keluarga sebanyak 12.883 permohonan pada tahun 2021,dari data

pun-6uepun 16
o
NEN 11w

Bue

ters%(%ut banyak masyarakat yang melakukan pengurusan terhadap Kartu
Kellf;};?rga, baik itu karena banyaknya terjadi pernikahan yang ini terhitung
kedgl;slm pengurusan pembuatan Kartu Keluarga baru, dan juga adanya terjadi
kesalahan data dalam Kartu Keluarga yang sudah ada,sehingga dilakukan
pembuatan ulang terhadap Kartu Kelurga tersebut.

Dan pengurusan paling sedikit terjadi pada pengurusan Akta kematian
yaitu sebanyak 998 pada tahun 2021,yang mana ini terjadi karena kurang
pahamnya masyarakat terhadap fungsi dan kegunaan dari Akta kematian

5
tersé;ut dan juga kurangnya informasi terhadap masyarakat,sehingga
masgarakat tidak banyak yang melakukan pengurusan terhadap Akta kematian

€
tersebut.

Selain permohonan pengurusan Kartu Keluarga yang memiliki anggka

AJISIDA

yan@.tinggi, permohonan pembuatan Akta kelahiran dan Surat pindah juga

mer;filiki anggka yang tinggi yaitu sebanyak 6.965 dan 3.355 permohonan

yané’ masuk.Ini terjadi karena banyaknya terjadi kelahiran dan juga yang
5

meli’lﬁukan pindah tempat tinggal karena merantau maupun telah melakukan

%)
perrigkahan dengan orang dari luar kawasan Kabupaten Tanah Datar,sehingga

nery v
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£
)

mereka melakukan permohonan Surat Pindah untuk melakukan pengurusan

@
administrasi yang baru didaerah tempat tinggal mereka yang baru.
QO

E

S

T =

g |o Tabel 1.3

§: <umlah data Pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan

S o dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

i’ No3¥ Tahun Jenis Pelayanan Jumlah
= E-KTP 9831

: Z_ Kartu Keluarga 12868

1+ 2021 Surat Akte Kelahiran 6947

a bk Surat Akte Kematian 990
o Surat Pindah 3332
e Surat Kedatangan 1682
2 Total 35650

Su Aber: Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar 2021

=

Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, jumlah
data permohonan yang telah selesai dikerjakan sebanyak 35.650 permohonan,
yang terhitung dari awal januari sampai akhir desember. Dari data yang
permohonan yang masuk sebanyak 35.748 permohonan dan data permohonan

yang terselesaikan sebanyak 35.650 permohonan maka terdapat selisih antara
w»
jum%h permohonan yang masuk dengan jumlah permohonan yang telah

D

sele§ai dikerjakan sebanyak sebesar 98 permohonan yang belum dapat
8

ters@esaikan, yang mana ini terjadi karena bebagai macam kendala.

Kendala yang terjadi biasanya adalah gangguan terhadap jaringan

SIdAIU

intefnet dan juga staf yang menangani pengurusan permohonan yang masuk
Q

LY

yang kurang, ada juga kendala lain adalah kurang lengkapnya persyaratan
=

yan@) dibawah oleh pemohon dalam melakukan pengurusan administrasi
<

tersg_gut,ini terjadi karena kurangnya informasi masyarakat mengenai

pers§3r_aratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pengurusan tersebut.
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Permohonan yang mengalami kendala terbanyak adalah dalam
en@rusan Kartu Keluarga dan juga Surat Pindah yang ini terjadi karena
erl(ﬁ;gnya terjadi kesalahan jaringan dalam melakukan pengerjaan terhadap
ermohonan yang masuk, dan juga kurangnya tenaga yang melakukan

eng:;;erjaan tersebut, sehingga banyaknya permohonan yang molor dan tidak

p_g] |6u_ré§)ul||q,$;d!9_ée”

—

erkgjakan karena kekurangan staf dan gangguan jaringan tersebut.

Buepun-bue

i Begitu juga dengan proses pengurusan permohonan pembuatan KTP
yang’_ada ada juga kendala seperti belangko yang habis dan juga tenaga staf
yan;qkurang,sehingga terjadinya kendala dalam pembuatan KTP tersebut.dan
jugegbanyaknya permohonan yang masuk karena telah banyaknya usia wajib
KTP yang ini terjadi karena kebutuhan utk pengurusan administrasi lainnya
maupun untuk melamar pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul “ Penerapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

w»
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*

81 @3

2 Rurfusan Masalah

=
g: Bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
z
Adnginistrasi  Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabgpaten Tanah Datar Sumatera Barat?
>
=
.3 Tujpgan Penelitian
=
%’ Untuk mengetahu Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pela;'Zanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan

SipiﬁKabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

nery v



.5 Sistematika Penulisan

wredue

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,

< e 10
: |!?ﬁ'\i._
S, £
1.4 Manfaat Penelitian
g € - L o
% g";l. Secara Teoristis : Penelitian ini diharapkan dapat berpatisipasi dalam
$34% 2
‘g ‘gg perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa yang akan datang
T883 ©
= =T —
= =€ 3  frutama dalam llmu Administrasi Negara.
x2oc B
§ §§2 Secara Praktik : Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak yang
Q a
S 55 ¢
= > & C
5 §§ Berwenang baik itu berupa pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun
§25° 2 |
= g galam meningkatkan kualitas pelayanan.
azs 2
(V)
= g’ 3. Secara Akedemik : Sebagai bahan informasi bagi kalangan akedemisi
&8s =
@ e [}
3 = fainnya yang ingin meneliti pemasalahan yang sama.
3 3
S =
2
»
%
&
Y
S

maka dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa BAB,dan setiap bab terdiri
dari sub-sub keseluruhannya merupakan satu kesatuan yanh utuh dengan

V)
sistéfnatika penulisan sebagai berikut:

W
>

w
>
nery wisey juredg uejfg jo Ajrsiaarupn drubRsy

PENDAHULUAN

:Joquins ueyIngakusiu uep ueyWNuedua
1S

Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

LANDASAN TEORI
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Dalam BAB ini penulis akan menguraikan tentang teori teori
yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur dilanjutkan

dengan hipotesis serta variabel penelitian ini
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METODE PENELITIAN

BAB 111

05

Tl
= =
"l 7

B

UIN SUSKA RIAU

Metode penelitan berisi tentang Jenis Penelitian,Lokasi dan

Waktu, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisa data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB 11
£ ©
3 E LANDASAN TEORI
T o
g =
BReformasi Birokrasi
3 ©
§ © Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan
2 g
[
éelem;gnelemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
«Q
W = . :
gketa%alaksanaan, akuntabilitas, aparatur,pengawasan dan pelayanan publik,
=]
@ o

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesusaw eduey (Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibeqges diynbusunbuele|iq -

yan% dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali,
dalaf;i";p rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis,
sebe@ reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun
kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas
pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat
struktur dan sikap serta tingkah laku.(Muriany & Ruhunlela, 2021)
Sedarmayanti mengemukakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan
upa;g pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan
efelg%fitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Menurut Sedarmayanti, aspek utama

D

dala;m membangun birokrasi adalah:

1. @embangun visi birokrasi,

u

2. @iembangun manusia birokrasi,

fembangun sistem birokrasi, dibagi menjadi tiga yaitu:
Pembenahan struktur,
Menerapkan strategi yang tepat dan

Pembenahan budaya organisasi, dan

embangun lingkungan birokrasi.(Sedarmayanti, Hajjah & Mifka, 2009)

nery wisey JlIPAG we3ng jo Agrsi
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Pelayanan Publik

©)
- Pelayanan publik adalah suatu kegiatan seseorang maupun kelompok
QO

alaﬁw suatu instansi atau perusahaan tertentu dalam rangka memenuhi

eb&;uhan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena menyangkut

un 16unpuiiiq edio YeH

| W

eb :uhkan yang diinginkan masyarakat. Apabila tidak diberikan maka

ataman suatu negara akan berdampak langsung maupun tidak langsung.

Buepug;_ﬁuep
NIB X

¢« Apabila pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintah akan
dila%sanakan maka dibutuhkan suatu sistem atau komponen yang mampu
mergf)erikan pelayanan secara maksimal. Salah satu aspek yang paling
berp%ran dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat adalah aspek
sumber daya manusia atau pegawai. Hal ini disebabkan karena pegawai

merupakan aset negara yang menentukan baik tidaknya pelayanan publik yang

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q
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diberikan kepada masyarakat.(Muriany & Ruhunlela, 2021)

Pelayanan dapat diartikan sebagaibentuk jasa yang dibutuhkan
masiryarakat dalam segala bidang(Sedarmayanti, Hajjah & Mifka, 2009)
Mer;ilrut Dwiyanto Pelayanan public didefinisikan sebagai serangkaian

»

aktigtas birokrasi publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedudukan

JJaquuns ueyingaAusaw uep ueywnyuesusw eduey Ul sin} eA1ey yninjes neje uelbeqes diynbusw Buele|iq ‘|

birograsi publikdalam reformasi birokrasi selalu menjadi sorotan serta menjadi
perr%tian masyarakat, pengamat reformasi birokrasi serta kaum intelektual.
Sehﬁigga praktek administratif barang atau jasa seyogyanya dapat
merfzhpermudah hidup masyarakat(Dwiyanto, 2006)

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

Ag U

Purnamasari (2015), menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur

(SOP) berupa prosedur kerja yang telah dibuat sedetail mungkin yang

nery wisey juie
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ditujukan bagi semua kayawan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik

s ©

%sesum dengan visi, misi dan tujuan suatu organisasi. SOP adalah suatu sistem
g O

2y =

;état &erja yang dibuat secara jelas dan tepat bagi semua pegawai yang terkait
E B

§dala;m melakukan sebuah pekerjaan sesuai visi dan misi pada suatu instansi.
2"y

[

= - - - . -
§SOP:a au biasa disebut dengan Prosedur yaitu menggambarkan strategi yang
&

=

dlg@akan untuk menghasilkan digunakan untuk memastikan bahwa sebuah

Buep

prosf_é’s dilaksanakan dengan baik, konsisten, efektif, dan efisien.
(7))

© Di dalam prosedur, dinyatakan secara lebih jelas hal-hal seperti, apa
tugag yang akan dilaksanakan, apa tujuan melaksanakan tugas, apa atau
dimana uang lingkup tugas, siapa yang harus melaksanakan tugas, kapan dan
bagaimana urutan waktu tugas harus dilaksanakan, sumber daya apa yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, bagaimana hubungan anta unit kerja
dalam tugas dan apa saja dokumentasi yang harus dibuat untuk menunjukkan
atau membuktikan bahwa tugas tesebut telah dilaksanakan.(Evita P

Purrﬁmasari, 2015)

n
= Menurut Menpan dan RB No. 35 tahun 2012 Standar

»

[

Open%sional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibaku kan
mergenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagémana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
Tuj?an utama dari penyusunan SOP pada dasarnya untuk memberikan
ped%nan kerja agar aktivitas perusahaan dapat terkontrol secara sistematis.
Der@an terkontrolnya aktivitas, tentunya target yang ingin dicapai dapat

-
terwjud secara maksimal. Tujuan penyusunan SOP untuk perusahaan dalam
R

%)
menialankan aktivitasnya (Fatimah, 2015)

nery v



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

h it'l

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesuaw eduej (Ul sin} eAley ymoyas neje uelbeqgas diynbusw bBuese|qg -

0

15

Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang diterapkan oleh Dinas

s © . :
C_";(epgpdudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar antara lain:
°
El. E{endaftaran dan Pemberkasan
2 =2
52. Walidasi dan Verifikasi Data
2"
[
23. Penandatanganan Oleh Kepala Dinas
3 ~
«Q
§4. genyerahkan Hasil permohonan kepada yang bersangkutan.
&
c
4 Adiiinistrasi Kependudukan
Q
A Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola yang artinya
0]

menfzjurus dan pengurusan diarahkan pada peciptaan keteraturan sebab
pengurusan ditentukan pada pencapaian tujuan yang tepat. Jika mengatur
diarahkan pada kegiatan yang diinginkan. Mengatur dan pengaturan tentunya
diarahkan pada penciptaan keteraturan. Jika mengelola diarahkan pada
kegiatan yang belangsung secara holistik, maka pengelolaan diarahkan pada
pen%turan yang bersifat menyelurun baik yang dilakukan atas dasar
penégerakan yang dilakukan atas dasar pengaruh maupun penggerakkan yang
dilagykan secara holistik.Setiap masyarakat mempunyai suatu identitas agar
mer@min hak-hak setiap penduduk. Identitas penduduk dapat dituangkan

<
dalaﬁw surat-surat kependudukan(Ali, 2011)

;ﬁ Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

»n
pen@:bitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

~
=

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeleloaan informasi penduduk
<
V)

serta-pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik &pembangunan sector
A

Iain§_ berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

nery w
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Administrasi Kependudukan bahwa Administrasi kependudukan adalah

s ©
grang:T(alan kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan

atao_. kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
©

pe ngelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan
3

asifnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Lestari, 2016)
-~

; Sedangkan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Buepun-ﬁueg_un |6unpug|gg_e;d|

terkgit administrasi kependudukan yang diarahkan dalam memenuhi hak asasi
(7))

setia;;) orang dibidang administrasi kependudukan, Meningkatkan kesadaran
Py

maséérakat akan wajib untuk berperan pada pelaksanaan aministrasi
kependudukan, Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting,Mendukung perumusan kebijakan dan
perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal, Mendukung
pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, berdasarkan Peraturan
w»

Preslgden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan

Ll

Tatai:T Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi
=

kep&ﬂdudukan bertujuan untuk Memberikan keabsahan identitas dan kepastian
c

huk@m atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan
()

perigliwa penting yang dialami oleh penduduk, Memberikan perlindungan
S

statu& hak sipil penduduk, Menyediakan data dan informasi kependudukan
»n

= . . ..
secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada

berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.

Sehi?:tgga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada
R

umLEnnya, Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan

nery w
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terpadu Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor

%

f"l
HI

®

X

;*’Terkgit dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah pembangunan dan
5 Q

okemasyarakatan.

5 ©

S o

%Pelganan

Q =

2 = Menurut Kotler (2008:83), pengertian pelayanan yaitu setiap tindakan
& [E

=y 2

gat %eglatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada

dasafsnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
-~

W)

Mengrut Fandy Tjiptono (2012:4) pelayanan (service) bisa dipandang sebagai
0]

sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service operations

yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh

pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q
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tampak (visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau
frontstage)

o Menurut Ahmad Batinggi (2001:21) dalam buku (Muslim, 2020)

je}

terd&pat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu:

1. E'ayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan

:Jaquins ueyjingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey (Ul sin} eAIey yninjas neje ueibeqges dgnbuaw bBuese|qg -

Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi, dan bidang-bidang lain

ng tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun

ofsparu

ng memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang

harapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh layanan yaitu:

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

Memahami masalah-masalah yang termasuk ke dalam bidang
tugasnya.

Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan, dengan lancer,

nery wisey jrredAue}[8s J
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singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi meraka yang
memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
Bertingkah laku sopan dan ramah.
yanan dengan tulisan
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling
enonjol dalam melaksanakan tugas. Layanan tulisan ini terdiri dari 2

longan yaitu, berupa petunjuk informasi yang ditujukan kepada orang-

QYSmS N

ang yang berkepentingan, agar memudahkan merka dalam berurusan

'ngan instansi atau lembaga pemerintah. Kedua, layanan berupa reaksi

&'

n

tertulis atau permohonan laporan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan
dan sebagainya. Adapun kegunaannya yaitu :

a. Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.

b. Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas.
Memperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak.

Menuntun orang kea rah yang tepat.

us] aRIS ©

yanan dengan perbuatan
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh

etugas-petugas yang memuliki faktor keahlian dan ketrampilan. Dalam

AZs13BIUN) d1W

nyataan sehari-hari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan

an jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini

[nGyo

gisebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan

wn
@cara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh

giktor jarak.

I

nery wis
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Menurut PP no 96 tahun 2012 secara garis besar ruang lingkup

ai;?anan public dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

gelayanan Administratif

Eénis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang
%butuhan oleh public, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat
g)mpetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan
@bagainya.

&

Kelompok pelayanan barang

gnis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang
digunakan oleh public.

Jenis pelayanan jasa

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan
oleh  public, misalnya pendidikan,  pemeliharaan  kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

g

rginistrasi Negara

g Administrasi menurut (Mufiz, 1988: 4) merupakan salah satu sarana

pJ

untLﬁ_ melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah

<

adrrffnistrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga

dapEth diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itusendiri maupun dari

wn

Iuaréorganisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah

»

mer;‘;apai tujuan hidupnya yang lebih baik, karena ilmu administrasi adalah
<

)

ilmyang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara kerja
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\

Menurut (Mufiz, 1988: 4) Administrasi negara pun mempunyai

i;;berr?_acam-macam definisi. Tetapi apabila kita telaah lebih mendalam definisi
émeniéenai administrasi negara diangkat dari dua pola pemikiran yang berbeda
gyakgj' pola pertama mamandang administrasi negara sebagai suatu kegiatan
gyan;%dilakukan oleh lembaga eksekutif/pemerintah. Disini administrasi negara
%han% sebagai pelaksana hukum yang ditetapkan oleh badan perwakilan
@

rakﬁt. Sedangkan pola kedua memandang bahwa administrasi negara lebih
(7))

luasedari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif
Py

sajagetapi sebaliknya administrasi negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga
cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang
kesemuanya itu bermuara pada fungsi untuk memberikan pelayanan publik.

.7 Pandangan Islam terhadap Pelayanan

Menurut ensiklopedi islam, pelayananan adalah suatu keharusan yang

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syari’ah. Agar suatu pelayanan yang
72

haru% lebih terarah maka semua pihak harus mempunyai pedoman dan prinsip-

—
»

pringip yang dituangkan dalam ajaran islam. Dimana islam menekankan

-
Pt

kea@ahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang
=]

mer%akan kepuasan secara maksimum (Muhammad, 2002).

JJaquuns ueyingakuaw uep ueywnymeousw edue) Ul sin) eA1ey yninjes neje ueibeqes diynbusw Buese|iq *|

i
-

< Dalam jurnal ( M Rachmadi, M Muslim 2016), Penerapan nilai — nilai

(0]

L 2
Islalgp dalam pelayanan masyarakat dalam Islam menuangkan suatu sistem

ajar&n yang berupa akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai Islam ini sendiri
wn

adaiﬁh bagaimana adanya persamaan jenjang (derajat) antar manusia,

-~

semangat persaudaraan, tangguang jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan,

I

nery w
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kejujuran, amanah, pengabdian, ibadah, keikhlasan, kebersihan,

s ©

%menﬁahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak
B = | |

omulig, prinsip toleransi, musyawarah, dan kedamaian.

E =

;Adaspun konsep pelayanan dalam islam adalah sebagai berikut:

2 g

[

§1. Prinsip Tolong Menolong (Ta’awun)

=

«Q

g ; Memberikan pelayanan terbaik terhadap sesama umat manusia
Q

=]

«

g?jalah pekerjaan yang sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi

(]
o

siapa saja yang melakukannya. Sebagai mana dijelaskan dalam ayat al
Py

éﬁr’an :

P
Aq 2 z
o

. T g N T oL PR s
152515 033l ST Je 15505 Y5 (5583015 71 Jo 15503
Pl Ao T

Artinya: Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertagwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-
Maidah 5 :2)

spajels

alam sebuah hadist dikatakan bahwa:
Jo 55 e O

rtinya:  “Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia
bagaikan mengerjakannya” (Hr. Muslim)

(poTure|

Maksud hadist diatas adalah di ibaratkan orang berilmu membantu

® Aj1s19A1U

ang lain dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya.

s

n hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu
ang yang membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah mengerjakan

atu amal shalih, berkewajiban membantu orang laindengan ucapan atau

ndakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

nery wgsey] Lueig ue
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Prinsip Memberi Kemudahan (At-Taysir)

Menyadari tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang

12 YBH @

embatasi kemerdekaannya, maka Allah SWT menurunkan syari’at islam

tuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan

B lweyd

da manusia dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat

enghilangkan kesulitan dan kesempitan adalah menghilangkan hal-hal

ns BIN

yang menyulitkan (masyagah) masyarakat yang berlebih-lebihan, dan
b

e

dapat menghabiskan daya manusia dalam melaksanakannya.
®

Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa syariah islam
menghilangkan sama sekali kesulitan yang mungkin di alami oleh manusia
dalam kehidupannya. Hanya saja diharapkan ketentuan yang terdapat
dalam syariat islam dapat mengurangi kesulitan bagi manusia.

Sebagaimana sebuah hadist dari Anas bin Mali Rahiayallahu ‘Anhu, ia

w
Qerkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi:

n

z wid Q- ~ w -5 Kt w -
: Pt R B R Il
Artinya:  “Permudahlah dan jangan persulit, berilah buatlah mereka

gembira dan jangan buat mereka lari”.(Muttafaq ‘Alaih)

ATun

2.8 Peng!itian Terdahulu

A

2. Pembuatan sebuah karya ilmiah atau penelitian terdahulu yaitu

S

bert%uan untuk membedakan dari beberapa judul penelitian yang sama.

=

Sehifigga dari penelitian terdahulu ini penulis dapat membedakan dan
V)

merﬁx'buat penekan terhadap penulisan karya ilmiah yang penulisannya lakukan

5]

sehiégga walaupun ada sedikit persamaan dalam judul tapi dalam

nery



AV VYSAS NIN

JoiU

&

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAley yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbusw Buele|iq 'z

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uedynbuad 'q

‘yejesew nyens uenefui} neje ynuy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenijuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uedinbuad ‘e

)

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswnjuesuaw eduey iUl sin} eAzey yninjgs neje uelbeqgas diynbusw Buelejq ‘|

:ni‘ I

23

pemaknaannya dna faktor permasalahannya pasti berbeda.

o Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop)
Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada

‘Dinas  Kependudukan Dan Catatan Sipil

neiy ey

Kabupaten Gowa, penelitian tentang penerapan

pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Gowa, maka pada garis besar kesimpulan pada
penelitian ini ialah: 1. Transparansi dalam
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada pelayanan Administrasi Kependudukan
berjalan cukup baik, dapat dilihat dari kejelasan
'prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu
:pelayanan diinformasikan secara terbuka.
tNamun, masih terdapat masyarakat yang kurang
_memahami prosedur, persyaratan, biaya, waktu
pelayanan dikarenakan kurangnya sosialisasi
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
' Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 2. Akuntabilitas
dalam penerapan Standar Operasional Prosedur

| (SOP) pada pelayanan Administrasi

Sey JIIeAQ ueling Jo AJISISAIUN DIWR]S] 91elg

Kependudukan dapat dilihat dari tingkat

Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

£ ©
% - Dalam hal melakukan kajian atau penelitian Standar Operasional
T o
r:_r::Pros;;dur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka dibutuhkan
2 [
§ka ian-kajian terdahulu seperti berikut ini:
c 3
§ = Tabel 2.1
a [& Penelitian Terdahulu
=
g U‘ Kajian Terdahulu Perbedaan
[

Adapun perbedaannya,
Dari lokasi penelitian
yang jelas berbeda,
permasalahan yang
diangkat,teori yang
dipakai

nery wi
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ketelitian, kedisiplinan dan kecepatan layanan
(yaitu  kemampuan dalam  menyelesaikan
:Administrasi Kependudukan dengan
-menerapkan proses penyelesaian Administrasi
Kependudukanyaitu 1 hari proses kerja di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
fGowa. 3. Aturan Hukum (Rule of Law) dalam
Epenerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yaitu memiliki Dasar Hukum dan rasa keadilan.
'Dasar hukum yang adatelah berjalan dengan

'baik berdasarkan aturan-aturan hukum yang

neiy eysng NIAMIIw e1dio YeH ¢

ada. Hal ini terlihat dari persyaratan-persyaratan
yang dicantumkan dengan jelas dalam SOP
yang digunakan dalam melayani masyarakat.
Berkaitan dengan rasa adil dalam pengurusan
dokumen Administrasi Kependudukan terlihat
sudah adil, jika dilihat dari sistem antrian dalam
proses pelayanan yang tidak membeda-
bedakan.

Standar Operasional Prosedur (Sop)
rAdministrasi Kependudukan Dalam
'Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di
iKecamatan Sambutan, Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan
'yang ada di Kecamatan Sambutan belum begitu
efektif, karena masih ada beberapa hal yang
tmasih perlu di perbaiki dan ditingkatkan seperti
efisiensi dan efektifitas mengenai ketepatan
waktu yang masih mengalami hambatan dan

;berorientasi pada pihak yang dilayani yang

ISeY JIIeAQ ueling JO AJISIDAIUN DIWR]S] 91e1Q

masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

/Adapun perbedaannya,
Dari lokasi penelitian
yang jelas berbeda,
permasalahan yang
diangkat,teori yang
dipakai,

nery w
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1. Kemudahan dan Kejelasan pada Kantor
Kecamatan ~ Sambutan ~ dalam  prosedur
:pelayanan sudah sangat jelas karena prosedur
-yang tidak berbelit-belit dan dengan adanya
Standar operasional prosedur di depan ruang
'pelayanan Kecamatan Sambutan membuat
fmasyarakat mudah mengetahui apa saja
épersyaratan yang harus dilengkapi dan tidak
bertanya-tanya lagi kepada pihak Kecamatan. 2.
'Efisiensi dan  Efektifitas pada Kantor

!Kecamatan Sambutan dalam ketepatan waktu

neiy eysng NIAMIIw e1dio YeH ¢

dapat dikatakan belum memenuhi standar waktu
yang telah ditetapkan. Karena masih mengalami
keterlambatan dalam penyelesaian hasil layanan
di karenakan oleh beberapa kendala seperti
gangguan teknis dan berkas yang kurang
lengkap. 3. Berorientasi pada pengguna atau
pihak yang dilayani pada Kantor Kecamatan
Sambutan, dapat dikatakan belum memenuhi
kebutuhan pihak vyang dilayani/masyarakat,
rkarena pelayanan yang di berikan di Kecamatan
rSambutan belum memberikan kepuasaan pada
jmasyarakat. Ditambah lagi belum
difungsikannya kotak saran dengan baik
‘membuat masyarakat tidak dapat
menyampaikan  saran/kritikannya  terhadap
Lpihak Kecamatan. 4. Kepatuhan Hukum pada
Kantor Camat Sambutan, dapat dikatakan sudah
baik, perihal biaya tidak ada pemungutan
;biaya/gratis dalam pembuatan Kartu Tanda

\Penduduk dan Kartu Keluarga di Kecamatan

nery
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Sambutan. Sesuai dengan peraturan Walikota
INo.31 Tahun 2006 tentang pembebasan
|biaya/gratis atas pembuatan Kartu Tanda

-Penduduk dan Kartu Keluarga.

neiy eysng NIA MW e1dio YeH ¢

ISeY JIIeAQ uerling JO AJISIDAIUN DIWE]S] d1e1Q

Implementasi Standar Operasional Prosedur
' (Sop) Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas
fKependudukan Dan Pencatatan  Sipil Kota
EBengkqu, Pada tahap persiapan pelaksanaan
SOP pelayanan penerbitan akta kelahiran di
'Dinas  Dukcapil Kota Bengkulu telah
I dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi SOP telah
dilakukan dengan baik, sarana dan prasarana
pelayanan telah disusun dengan baik, tugas dan
tanggung jawab petugas telah dibagi dengan
tepat, sehingga memperlancar proses pelayanan
kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan

melalui rapat staf tiap tiga bulan sekali yang
bertujuan untuk mengevaluasi kinerja layanan
akta catatan sipil termasuk didalamnya
pelayanan akta kelahiran. Dari kegiatan rapat
fevaluasi  tersebut diidentifikasi ~ faktor
'penghambat layanan dan dibahas bersama untuk
imencari solusinya. Sosialisasi SOP kepada
masyarakat dilakukan dengan cara menempel
‘Alur  Pelayanan  (SOP)  pada  papan
pengumunan di Kantor Dinas Kependudukan
vdan Pencatatan Sipil, agar masyarakat yang
datang dapat melihat langsung alur pelayanan
yang diselenggarakan oleh Dinas Dukcapil Kota
'Bengkulu. Implementasi SOP dalam

\pelaksanaan penerbitan akta kelahiran di Dinas

/Adapun perbedaannya,
Dari lokasi penelitian
yang jelas berbeda,
permasalahan yang
diangkat,teori yang
dipakai,

nery w
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Dukcapil Kota Bengkulu dari tahap menerima
dan memeriksa berkas permohonan akta
:kelahiran, verifikasi berkas permohonan,

‘mengagendakan dan mengumpulkan berkas
permohonan, menginput data dan mencetak
rakta  kelahiran, memeriksa, memaraf dan
fmenandatangani, dan  menyerahkan kutipan
Eakta kelahiran  kepada  masyarakat telah
dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelayanan
'yang ditetapkan. Waktu yang dibutuhkan dalam

Ipenerbitan akta kelahiran adalah 2 hari kerja.

nely eysng NI YIIw 1d12 YeH @

Setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan
akta kelahiran telah bekerja sesuai dengan

tanggung jawabnya masing-masing.

.9 Defenisi Konsep

1. Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan Kinerja

éﬁelalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas

n
a_elayanan publik adalah suatu kegiatan seseorang maupun kelompok

V]
Qalam suatu instansi atau perusahaan tertentu dalam rangka memenuhi

c
Kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena

<
]

menyangkut kebutuhkan yang diinginkan masyarakat. Apabila tidak
«

diberikan maka tatanan suatu negara akan berdampak langsung maupun
»n

%dak langsung.

=

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa prosedur kerja yang telah

V)
-

&Kibuat sedetail mungkin yang ditujukan bagi semua kayawan dalam

%)
§1elakukan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan visi, misi dan

nery
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tujuan suatu organisasi.

©
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

QO
ggnertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
©
pendaftaran  penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
3
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
=

p;ublik dan pembangunan sektor lain.

(0))
c

.10 Kdhisep Operasional

W)

gj. Konsep operasional merupakan unsur yang memberitakan bagaimana
=

cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut diketahui

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Konsep Operasional
=  Konsep Indikator
Stangar Operasionalll. Pendaftaran dan Pemberkasan
Prosgdur (SOP) Pelayanan 2. Validasi dan Verifikasi Data
5 3. Penandatanganan Oleh Kepala Dinas
g. 4. Menyerahkan Hasil permohonan kepada yang
= bersangkutan.
=]
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

nery wisey JrreAg uejng yo Ajisi
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2.11 Kerangka Pemikir

A=
h o

UIN SUSKA RIAU

Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelayanan Administrasi Kependudukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pendaftaran dan Pemberkasan
2. Validasi dan Verifikasi Data

3. Penandatanganan Oleh Kepala Dinas

4. Menyerahkan Hasil permohonan kepada

yang bersangkutan.

y
Tercapai Kinerja Pelayanan yang Baik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
©)
ST METODOLOGI PENELITIAN
2
aktu dan Lokasi Penelitian
©
; Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian di Dinas
Kepihdudukan dan Catatan Sipil di kabupaten Tanah Datar ini adalah 2 bulan
(=
arizsejak selesainya seminar proposal.
»
& Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2

di Igébupaten Tanah Datar jalan Baringin, Lima kaum, Kabupaten Tanah
Datgr, Sumatera Barat yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang
menangani Administrasi Kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), penerbitan Kartu Keluarrga (KK), Akte Kelahiran (AK),

dan administrasi kependudukan lainnya.

2 Jenis dan Sumber Data

w
,53: Penelitian dengan judul penelitian “Standar Operasional Prosedur
(¢

(SOE-) Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan
8

Catééan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat” menggunakan Jenis
-]

dan ﬁiipe Penelitian Deskriptif kualitatif.

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ialah data

o A318

dalagh bentuk kata, kalimat, serta gambar.Artinya data yang dikumpulkan
bukan dalam bentuk angka-angka melainkan data tersebut melalui wawancara,
wn
<

pené_’amatan langsung, serta penelaahan tentang dokumen-dokumen terkait.
-~

A
Sedgngkan Hariwijaya (2017) Jenis/Tipe Penelitian Deskriptif yaitu bertujuan

nery w
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membuat deskripsi secara sitematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan

r ©

osifatz sifat populasi. Penelitian Deskriptif (penggambaran) yaitu suatu
T o

1y =

oenelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan
2 |5

apenélitian.

¢ 3

§ — Oleh karena itu penulis menggunakan jenis dan tipe penelitian
(= (=

§Des§iptif agar penulis dapat menganalisis, mengidentifikasi menjelaskan
&

kenfgdian menggambarkan data dan fakta mengenai objek penelitian dan

men%analisa bagian-bagian yang menjadi indikator yang akan diteliti sehingga

akam terlihat tentang Standar Operasional (SOP) Pelayanan Administrasi

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Datar Sumatera Barat.

1.

N

3 Sumber Data

Data Primer

wn . J

§{ Data primer merupakan suatu data yang dapat langsung diperoleh
n

dari lapangan atau tempat penelitian. Berdasarkan Siyoto dan Sodik

TUe]

015), bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialahdata

é:alam bentuk kata-kata, tindakan dan perilaku. Yang artinya Data primer
éapat diperoleh langsung dari lapangan dengan mengamati dan
éewawancarai. Oleh karena, itu penulis menggunakan sumber dari
Eﬂformasi yang terpilih.

Eata Sekunder

Data sekunder meupakan data yang diperolehdari suatu dokumen,

tofoto, benda-benda yang akan memperkaya data primer (Siyoto dan

nery ugsey jrie
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Sodik 2015), yang artinya data sekunder diperoleh secara tidak langsung

©

tetapi ada penelitian sebelumnya, seperti dokumen, buku-buku laporan,

)
=

peraturan-peraturan pemerintah, dan data yang bersifat informasi tertulis
©
yang digunakan dalam penelitian.

Informan Penelitian

Informan adalah suatu objek penting yang terdapat pada sebuah

SNS NINS!Tw

pen%ﬁtian yang dimanfaatkan dalam memperoleh informasi tentang kondisi

dangituasi penelitian. Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka
c

terlebih dahulu ditetapkan situasi sosial penelitian, yang merupakan tempat

dimana permasalahan yang terjadi betul-betul ada. Informan yang telah

terpilih merupakan informan kunci (key informan) dalam penelitian ini yaitu

merujuk pada orang-orang yang betul memahami tentang SOP pengurusan

Administrasi Kependudukan sehingga dapat memberi data yang benar.

w»
% Informan pada penelitian tersebut berjumlah 8 orang dengan
memggunakan tekhnik Accidental Sampling yang merupakan siapa saja

1ug@

pelaksana pelayanan dan siapa saja yang mengurus terkait Administrasi
=]

Pt v

<
Kepgndudukan di Disdukcapil kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,

]

Pt

dimﬁna sebelumnya telah ditetapkan informan yang akan diwawancarai.
L 2

9p]
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

nery wisey jrredg ue
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Tabel 3.1
T © Informan Penelitian
)
o T
5 Nd Key Informan Jumlah
rg—J: 1 ZKepala Dinas Kependudukan dan Catatan 1 Orang
a 3
§ wSipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
B =
g 2 5}(epala Bidang Dinas Kependudukan dan 1 Orang
“:’_- :;Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
§ 3 ZSekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan 1 Orang
«Q
c,:fSipiI Kabupaten Tanah Datar
(2
4 ZiStaf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Orang
“Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
Q)
5 “Masyarakat 4 Orang
Jumlah 8 Orang

.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dari mengumpulkan suatu data yang

»n

ﬁngsung dapat diperoleh dari lapangan,Observasi dalam penelitian ini
n

%dalah melihat SOP pada pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

=
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.

¢
2. Bokumentasi
o

go A31s1

uegng

Studi dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan rekaman
atu kegiatan, yaitu pada penelitian berlangsung peneliti melakukan cara

ngan melihat hal-hal yang dianggap penting. Perekaman tersebut berupa

foto untuk memperoleh gambaran visual tentang SOP pada pelayanan
V)

Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
A

lniabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
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w
©=
>
s
5
)
Y
>

2 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara
QO
Py

terhadap orang-orang yang terlibat langsung dari penerapan Standar
©

§perasional (SOP) dan Masyarakat selaku pengguna layanan yang dapat
3
;:rienilai kinerja pelayanan publik yang sesuai standar yang ditetapkan di

éinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera

g’a rat.

(]
o

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

6 Teknik Analisa Data

<

é Setelah semua data dari hasil penelitian ini dikumpulkan, maka data
dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Adapun teknik
penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggunakan
keadaan yang sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala permasalahan

yang timbul di lapangan kemudian ditentukan interpretasi sehingga diperoleh

kesimpulan.
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BAB IV
r ©
3 E GAMBARAN UMUM
5 O
g =
.ESejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
3 ©
§S uatera Barat
Q
= 3 L Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun
IS =
‘iZOlétentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang merupakan
=
Q.

‘gtmdgk lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

c
tentgﬂg Perangkat Daerah menjadi dasar dibentukmya perangkat daerah yang
Q

betlgas sebagai pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dala?n penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu
Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan
dan pencatatan sipil.

;"BKewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam

-

melgksanakan pelayanan dalam urusan administrasi Kependudukan diatur
5

dalafgn Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Un(é;_ng-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Unt%k lebih jelasnya dapat ditinjau materi dari Undang-Undang Nomor 24

TahEn 2013 sebagali berikut:

1. éjasal 1 ayat (7): Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah
=

Rabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan

-
pelayanan dalam urusan Adminsitrasi Kependudukan.

LD |

2. Pasal 8 ayat (1) Huruf b : Memberikan pelayanan yang sama dan

nery w
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2 il

professional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa

©
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

QO

3. :_;\Iinea Il Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013:
©
dAdministrasi  Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk
3
diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrative
=

Eenduduk dalam pelayanan public serta memberikan perlindungan yang

Buepun-Buepun 16unpuiig e3d1d ¥eH

§_8erkenaan dengan Penertiban Dokumen Kependudukan tanpa ada
(7))

%erlakuan yang diskriminatif melalui Peran Aktif Pemerintah dan
Py

iPemerintah Daerah.

.2 Visi dan Misi
1. Visi
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang
membahagiakan Masyarakat.
2. Misi
=
Q.ntuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

[

V]
Kabupaten Tanah Datar mempunyai Misi sebagai berikut:

:Jaquuins ueyjngakuaw uep ueswinjuesuaw edise) 1Ul sijn} eAzey yninjas neje ueibeqgas diynbusw Buelejq ‘|

,E Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan dekat dengan

I

masyarakat;

Meningkat kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh
penduduk;

Mewujudkan database kependudukan yang akurat dan mutakhir dan

Mewujudkan masyarakat sadar administrasi kependudukan

neny wisey[ preAgoueling yooAJrsIaa
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>
4.3 Maklumat Pelayanan
g © . : : :
% = Maklumat Pelayanan yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh
- . o
opegawvai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
1 B
gadaﬁh sebagai berikut: Kami Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2

Su%gyn

ipiEKabupaten Tanah Datar, dengan ini :
-~

1. Cz-éerjanji dan sanggup untuk melaksanakan Pelayanan sesuai dengaan

Buepun-

(Cgtandar Pelayanan yang ditetapkan;
(7))

2. o;éerjanji akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
Py

ghelakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Siap menerima sanksi dari Pimpinan apabila pelayanan yang kami berikan

tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada.

.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabgpaten Tanah Datar diatur dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor
45 'gahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

~
sert& Tata Kerja Dinas Daerah.
(e}

S Dinas Kependuduka da Pencatatan Sipil mempunyai tugas

Pt v

<
melg'ksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan

-

s
sipil)?hyang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam

»n
me@&sanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

~
mert:;ﬁlenggarakan fungsi sebagai berikut:
<
V)
1. Berumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang

§elayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan

nery w
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informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi

©

pelayanan, penyelenggraan urursan pemerintag dan pelayanan umum
QO

2
bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayananan pencatatan sipil,
©
pengelolaaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data
3

dan inovasi pelayanan;
=

gembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang pelayanan pendaftaran

ﬁénduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
(7))

gependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi dan
Py

@Ielaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan

tugasnya.

.5 Sekretariat dan Bidang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 bidangnya yaitu:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat
menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan
dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana
program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan

kegiatan;

2. Pelayanan administrasi umum, Kketatausahaan, kearsipan dan

nery wisey JireAg uejng yo AJISIdATU() dTWE[S] 3}e}§
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dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas;

Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian
Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investasi
kantor;

Pelayanan administrasi perjalanan dinas;

Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

] dTwe|sy 3jeis

AJISIATU

nery wisey jrredAg uejng jo

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dalam melaksanakan urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pendaftaran

=

‘penduduk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan

‘Pendaftaran Penduduk menyelenggaran fungsi;

Penyiapan  penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas,
pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan

dokumen pendaftaran penduduk.
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2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas penduduk,
g pindah dating penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran
; penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan
E’ dokumentasi;
%3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan
; pendafataran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating
ccn penduduk;
&
® 4, Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pendaftaran
g penduduk meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk,

pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk
di kabupaten;

5. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah dating penduduk, pengelolaan

dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten;

IS

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan

pendaftaran penduduk;

~

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugasnya.

JISIJATU() DIWR][S] 3}e}§

Bidang Pencatatan Sipil

A

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan
urusan-urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang

pelayanan pencatatan sipil.

neny wisey JireAg uejpng jo
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan

<:?Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

QO

; 1. Penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas,
E’ pembinaan umum dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan
;% sipil meliputi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran,
; kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak,
c,:n pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi.

(7))

o2, Penyiapan perumusan Kkebijakan teknis di bidang pelayanan
Py

§ pencatata sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan,

perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring,
evaluasi dan dokumentasi.

3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran kematian, perkawinan,

perceraian, perunahan status anak, pewarganegaraan.

w»

%4. Pemberian bimbingan teknis dan supervsi di bidang pelayanan
= pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
8

?: perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan
=]

;ED' dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten.

-t

2]

= 5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil meliputi
=}

o pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
=

g status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan
w T

E sipil di kabupaten.

;6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan
%)

»

5 Ppencatatan sipil.

~

e

=
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7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

dengan seusuai dengan bidang.

O3EeH O

@)

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

lw eyd

—mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

A

gmelaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

ccnbidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

(7))

o Dalam melaksankan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan
Py

glnformasi Administrasi Kependudukan menyelenggrakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan pengelolaan
informasi  administrasi  kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan
komunikasi.

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan
pengelolaan informasu administrasi kependudukan, informasi
administrasi  kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta sumberdaya manusia teknologi informasi dan
komunikasi.

3. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta

nery wisey JireAg uejng yo AJISIdATU() dTWE[S] 3}e}§
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tata teknologi informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia
teknologi informasi dan komunkasi.

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan
pengelolaan informasi administrssi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi informasi dan
komunikasi di kabupaten.

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan dan tata kelola teknologi
informasi dan komunikasi dan sumberdaya manusia teknologi
informasi dan komunikasi

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tuagsnya.

! 'Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfataan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai

‘tugas melaksanakan sebagaian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan
urusan administrasi kependudukann dan pencatatan sipil di bidang

pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang Pemanfataan Data

dan Inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi :
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Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan

Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama
administrasi  kependudukan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan fasilitas inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
administrasi  kependudukan,pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi Pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang.
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5 0 ~
‘g 2 Bedasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dari hasil jawaban wawancara
22 2
‘ﬁaﬁg diSampaikan dan data-data yang diperoleh di lapangan dalam menganilisis
e IS
Baéaimman Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi
~

uep@\-ﬁu

endgjukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

atar Stimatera Barat. maka penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin
(7))

sa bérmanfaat sekaligus menjadi masukan bagi pihak pemerintah desa

Py
hususnya dalam peningkatan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan
=

\dministrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
abupaten Tanah Datar Sumatera Barat Sebagai Berikut:
.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisi tentang Standar Oprasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas
Kepghdudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,

mak:é. peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai Berikut :

[

:Jaquins ueyjngakusw uep ueywnjuegudWw Bx{ue) I SIiNZEARYgNIN|ggNelexelbe

1. g_erdasarkan indikator pendaftaran dan pemberkasan

(2}

g: Standar oprasional Prosedur (SOP) pendaftaran dan pemberkasan
z

RISDUKCAPIL telah membuat pengumuman mengenai persyaratan yang
ﬁarus di penuhi saat pengurusan dokumen, dan seluruh pengurusan
Bokumen tidak di pungut biaya atau gratis untuk seluruh masyarakat
khusus nya masyarkat Kab Tanah Datar maka pendaftaran dan
wn

Eemberkasan dilakukan secara Transparan dan akuntabel dan sesuai
gengan Hukum yang berlaku. Berdasarkan dengan SOP yang ada dan yang
»

=

=

e

s 72
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berlaku pada saaat ini pendaftaran dan pemberkasan telah berjalan dengan
%ik, akan tetapi masih ada kendala pada masyarakat yang datang
%elakukan pengurusan administrasi kependudukan vyaitu adanya
&asyarakat yang datang pengurusan teesebut tidak membawa berkas
s?é_suai dengan persyaratan yang ada pada DISDUKCAPIL tersebut.

>

Berdasarkan Indikator Validasi Dan Verifikasi data
Standar oprasional prosedur telah ada dan dilakukan sesuai dengan

tentuan yang berlaku pada DISDUKCAPIL Kab Tanah Datar, namun

Y BFsns N

masih sering nya terjadi kendala penulisan dan jaringan pada saat proses
;:/alidasi Dan Verifikasi data dengan adanya kegiatan ini proses pembuatan
dokumen pemohon/masyarakat menjadi lebih teliti dan tidak terjadi
pengurusan sejara berulang. Aparatt/petugas harus teliti dalam peroses
pembuatan pengimputan data pemohon agar output dokumen pemohon
sesuai dengan identitas atas kebutuhan pemohon atau masyarakat.

gerdasarkan Indikator penandatangan Dokumen

81 @3

Standar oprasional prosedur penandatangan dokumen oleh kepala

e

thas sudah sangat mempermudah masyarat dan mempersingkat waktu

AR

oses dan penerbitan dokumen. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri
lam negeri republik indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan
ministrasi kependudukan secara daring. Makaperoses penandatangan

kumen oleh kepala dinas sudah di katakan Akuntabel. Dan pada proses

5 uegng Fo Aygra

nandatangan dokumen oleh kepala dinas secara daring ini sangat
.empermudah dalam proses pengurusan administrasi kependudukan yang

ana proses penandatangan oleh kepala dinas tersebut telah berjalan

nerny ugseygyrie
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dengan sangat baik, sesuai dengan SOP yang berlaku.

©

Berdarkan Indikator Penerbitan Dokumen Kependudukan

Standar Oprasional Prosedur (SOP) Penerbitan dokumen

pendudukan di lakukan secara tercetak atau file PDF, dengan

w Edio ye

peneyerahan dokumen secara langsung datang ke kantor DISDUKCAPIL

A

j%_au via pengiriman dokumen, maka dengan ini aparat wajib merahasiakan

géta penduduk tanpa terkecuali. maka dengan ini standar oprasional

(]
o

gosedur penerbitan dokumen dan Menyerahkan Hasil Permohonan
gepada Yang Bersangkutan. Hal ini SOP penerbitan Dokumen telah di
lakukan secara Akuntabel dan sesuai dengan Aturan Hukum yaitu
Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian
Administrasi Kependudukan.

Faktor Pengahmbat Dalam Standar Oprasional Prosedur Pelayanan
Administrasi Kependudukan.

masih kurang telitinya petugas kepengurusan dokumen masyarakat,
karna masih sering di temukan kesalahan dalam penulisan nama,
tanggal lahir dan alamat masyarakat yang melakukan kepengurusan
masih kurang nya Fasilitas jaringan internet yang masih lemah,
sihingga menimbulkan kegagalan saat proses veriFikasi dan validasi
data.

lama nya waktu kepengurusan dokumen, masih sering terjadinya

kelambanan pencetakan, dengan kurun waktu normal 14 hari kerja,

namun beberapa terdapat lebih dari 14 hari kerja.
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Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan
dalam pengurusan dokumen, maka dengan adanya ini dapat dikatakan
kurangnya kesama yang baik antara aparat/petugas dengan masyarakat.
Ini menyebabkan pengulangan perkas yang membuat pengunduran
waktu pengurusan dokumen. Karna jika persyaratan tidak sesuai yang
dibutuhkan maka pelaksanaan pelayanan administrasi tidak berjalan

dengan baik atau tidak sesuai SOP yang berlaku.

BYSNS NIN Y!Iw ejdio ey @ &

Berdasakan dari empat indikator yang peneliti sebutkan pada konsep

e

Operasional diatas, dua dari indikator tersebut telah berjalan dengan
baik,yang mana dua indikator tersebut adalah pendaftaran dan
pemberkasan, dan penandatagan oleh kepala dinas, dua indikator tersebut
telah berjaan dengan SOP yang ada. Sedangkan dua indikator lainnya
belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala dalam

@enjalankannya,dua indikator tersebut adalah verivikasi dan validasi data,

o

dan penyerahan dokumen kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang di temui tentang stanndar

opraT§ionaI prosedur pelayanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil

92} .
kabupaten Tanah Datar yaitu :

~
1. ﬁgrlunya sosialisasi merata kepada selurunh masyarakat Kab Tanah Datar
<

V)
Mengenai persyaratan kepengurusan surat dn dokumen lainnya agar lebih

A
felas.

I

nery w
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Sehingga tidak adanya keterlambatan

SOP vyang berlaku.
lunya penambahan kekuatan jarinngan internet agar tidak terjadinya

Berdasarkan saran yang peneliti berikan di rasa mampu Tercapai

gulangan/kegagalan verifikasi dan validasi data.

yelesaian
a Pelayanan yang Baik. Standar Oprasional Prosedur Pelayanan

suai

[ — [
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Rigu State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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2. aparat harus menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang telah berlaku
Administrasi Kependudukan Di DISDUKCAPIL Kab Tanah Datar Sumatra

K

/\ Hak Cipta Om_m:a_mmmm Undang-Undang
AUu_c;l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
= a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ﬂv b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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Peneliti sedang menyaksikan proses input data pengurusan administrasi

kependudukan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Tanah Datar. (14 Desember
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Tanah Datar. (14 Desember 2022)
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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..u_c:l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan 3m3<mcc»xmavmcacmq

m... .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

l/_.-\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
unsuscapay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peneliti bersama masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi
pencgdukan di DISDUKCAPIL Kabupaten Tanah Datar. (24 Desember 2022)
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